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BUPATI BANTUL

PERATURAN  BUPATI BANTUL

NOMOR   40A   TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN 

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KEPADA 
KELOMPOK TANI DI DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN 
KABUPATEN BANTUL
BUPATI BANTUL,
	Menimbang


	:
	a.
	bahwa untuk meningkatkan ketahanan pangan diperlukan penyediaan sarana dan prasarana lahan dan air di daerah;



	
	
	b.
	bahwa dalam rangka Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan Konservasi Tanah dan Air (KTA) diperlukan peran serta masyarakat;


	
	
	c.
	bahwa untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan pendapatan pelaku usaha tani tembakau diperlukan pengembangan usaha tani tembakau;


	
	
	d.
	bahwa agar lebih efisien, efektif dan bermanfaat perlu memprioritaskan upaya pemberdayaan masyarakat/ kelompok tani;


	
	
	e.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul Tahun 2010;


	Mengingat
	:
	1.
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950  tentang  Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;


	
	
	2.
	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;


	
	
	3.
	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;


	
	
	4.
	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;


	
	
	5.
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;


	
	
	6.
	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;


	
	
	7.
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;


	
	
	8.
	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat  dan Pemerintahan Daerah;



	
	
	9.
	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;



	
	
	10.
	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;


	
	
	11.
	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



	
	
	12.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun  2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun  2007;



	
	
	13.
	Peraturan Manteri Pertanian Nomor  42/Permentan/KU.330/10/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010;


	
	
	14.
	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan;



	
	
	15.
	Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.03/Menhut-II/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang kehutanan Tahun Anggaran 2010;


	
	
	16.
	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/Pmk.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau  sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;


	
	
	17.
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;



	
	
	18.
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010;



	
	
	19.
	Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul;



	Memperhatikan
	:
	Dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul 2010 Nomor 914/71/DPKAD/2010 tanggal 27 Agustus 2010;


	
	
	                       MEMUTUSKAN:


	Menetapkan 
	:
	PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KEPADA KELOMPOK TANI DI DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2010.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Kepala Daerah  Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah  Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

5. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang telah menjadi urusan daerah.

6. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau adalah Dana atau anggaran yang ditetapkan oleh Menteri keuangan yang bersumber dari bagi hasil cukai tembakau yang dialokasikan /diperuntukkan bagi daerah-daerah penghasil tembakau.
7. Bantuan Sosial Kemasyarakatan adalah bantuan yang diberikan untuk kelompok  masyarakat/lembaga/perorangan yang bersumber dari anggaran pemerintah.

8. Kelompok Tani/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)/Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok sasaran yang memperoleh dana bantuan sosial  kemasyarakatan.
BAB II

TUJUAN PEMANFAATAN

Pasal 2

(1) Tujuan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian adalah untuk kegiatan pengelolaan lahan dan air, diprioritaskan guna memenuhi ketersediaan lahan dan air secara berkelanjutan untuk mendukung pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani.
(2) Tujuan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan adalah untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dalam rangka meningkatkan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) guna pengendalian terhadap bencana alam banjir, kekeringan, dan tanah longsor, serta meningkatkan fungsi hutan, gambut/rawa, mangrove serta hutan pantai untuk mengurangi dampak bencana di pesisir seperti tsunami, abrasi dan intrusi air laut.
(3) Tujuan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau adalah untuk pembudidayaan bahan baku, penanganan panen dan pasca panen bahan baku, penguatan kelembagaan kelompok tani bahan baku untuk industri hasil tembakau.
(4) Agar lebih efisien, efektif dan bermanfaat perlu memprioritaskan upaya pemberdayaan masyarakat/ kelompok tani.
BAB III

JENIS KEGIATAN 

Bagian Kesatu

Bantuan Pengelolaan Lahan dan Air

Pasal 3

(1) penyediaan fisik sarana dan prasarana pengelolaan lahan, meliputi : 
a. pembuatan jalan produksi; 

b. pembuatan jalan usaha tani; 
c. optimasi lahan dengan pemberian pupuk organik untuk peningkatan kesuburan tanah; dan
d. reklamasi lahan.
(2) penyediaan fisik sarana dan prasarana pengelolaan air, meliputi : 
a. pengembangan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat desa;

b. pembuatan dam parit; dan
c. pembuatan  sumur renteng.
Bagian Kedua

Bantuan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 4

(1) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
(2) konservasi tanah adalah upaya penempatan setiap bidang lahan pada penggunaan (secara  vegetatif dan sipil teknik) yang sesuai dengan kemampuan lahan tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah sehingga dapat mendukung kehidupan secara lestari.
(3) Jenis Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada lahan kritis berupa :

a. Penghijauan :

1. pengembangan hutan rakyat  dan pengkayaan vegetasi;
2. pembangunan dan/atau pengelolaan hutan kota;
3. penanaman hutan rakyat dan/atau hutan pantai dan atau hutan magrove; dan
4. penghijauan lingkungan.
b. Konservasi Tanah dan Air (KTA), meliputi pembuatan  bangunan  Konservasi Tanah dan Air  dengan menerapkan teknologi sipil teknis yang ramah lingkungan dan dapat diterima oleh masyarakat, antara lain berupa bangunan :
1. sumur resapan;

2. pengendali jurang/gully plug;

3. embung air;

4. dam penahan; 
5. dam pengendali;

6. lubang biopori; dan 
7. bangunan teras.

Bagian Ketiga
Bantuan Penguatan Modal Petani Tembakau
Pasal 5
Pembudidayaan bahan baku, penanganan panen dan pasca panen bahan baku, penguatan kelembagaan kelompok tani bahan baku untuk industri hasil tembakau.
BAB IV
SASARAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
Pasal 6
(1) Kelompok Masyarakat/Lembaga/Perorangan yang akan mengajukan bantuan sosial Pemberdayaan Masyarakat harus tergabung dalam suatu wadah organisasi Kelompok Tani/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)/ Kelompok Usaha Bersama (KUB).

(2) Kelompok Tani/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)/Kelompok Usaha Bersama (KUB)  yang akan mengajukan bantuan sosial kemasyarakatan harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

a. sudah terbentuk kepengurusan Kelompok Tani/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)/Kelompok Usaha Bersama (KUB) berupa: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi; dan
b. merupakan kelompok Tani/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)/Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang aktif dalam kegiatan pertanian dan kehutanan.
BAB V

PERSIAPAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN

Pasal 7
(1) Kelompok Tani/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)/Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang akan mengajukan bantuan sosial kemasyarakatan menyusun proposal permohonan.
(2) Kelompok Tani/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)/Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat rencana usulan kegiatan dan rencana anggaran/biaya yang dituangkan dalam proposal ditandatangani oleh ketua dan dibubuhi cap.
BAB VI

MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL

Pasal 8
Permohonan bantuan sosial kemasyarakatan diajukan oleh kelompok Tani/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)/ Kelompok Usaha Bersama (KUB) kepada Bupati atau Dinas Pertanian dan Kehutanan.
BAB VII

ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 9
(1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sosial kemasyarakatan kepada kelompok Tani/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)/Kelompok Usaha Bersama (KUB).
(2) Dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial kemasyarakatan kepada kelompok Tani/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)/Kelompok Usaha Bersama (KUB), Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. meneliti/mencermati setiap permohonan yang diajukan;

b. melaksanakan peninjauan kesiapan di lapangan dan persyaratan teknis atas lokasi permohonan yang diajukan;
c. berdasarkan hasil pencermatan di lapangan dan kesiapan kelompok Tani/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)/Kelompok Usaha Bersama (KUB), Dinas Pertanian dan Kehutanan membuat telaah teknis kepada Bupati untuk menentukan bantuan yang akan diberikan;

d. menyiapkan berbagai hal yang bersifat teknis administratif pada pencairan bantuan yang akan diberikan;

e. dalam melaksanakan koordinasi dan pencermatan di lapangan dapat dibentuk tim untuk pelaksanaan kegiatan tersebut; dan
f. melaksanakan pengendalian, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan  kelompok Tani/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) /Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebagai penerima Bantuan Sosial Kemasyarakatan. 
BAB VIII

PENYALURAN BANTUAN

Pasal 10
Dana bantuan sosial kemasyarakatan secara langsung disalurkan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan melengkapi :
a. Rencana Usulan Kegiatan (RUK) : 
b. Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani kedua belah pihak (Dinas Pertanian dan Kehutanan dan kelompok penerima) dengan materai secukupnya;
c. Berita acara penyerahan bantuan yang ditandatangani kedua belah pihak (Dinas Pertanian dan Kehutanan dan kelompok penerima); dan
d. Bukti pengeluaran kas dengan materai secukupnya.
                                                                    BAB IX
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 11
Pelaksanaan kegiatan bantuan sosial kemasyarakatan kepada kelompok Tani/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)/ Kelompok Usaha Bersama (KUB), diatur sebagai berikut :

1. dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial kemasyarakatan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan atau plafon dokumen anggaran pada tahun anggaran yang bersangkutan; dan
2. ketua kelompok tani/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atas nama Kelompok  Tani/Perkumpulan Pemakai Air (P3A)/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kelompok Usaha Bersama (KUB) bertanggung jawab dalam hal fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan.
BAB X
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 12
(1) Kelompok Tani/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)/Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebagai Penerima Bantuan Sosial Kemasyarakatan harus membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan dikirim kepada Bupati cq. Dinas Pertanian dan Kehutanan paling lambat akhir tahun anggaran.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut:

a. jumlah dana yang diterima dan dipergunakan;
b. hasil fisik pelaksanaan kegiatan; dan
c. dampak/manfaat dari hasil kegiatan.
Pasal  13
Dinas Pertanian dan Kehutanan membuat rekapitulasi atas semua laporan kegiatan yang dilaksanakan kelompok Tani/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)/ Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebagai penerima bantuan sosial kemasyarakatan, untuk disampaikan kepada Bupati.
BAB XI
SANKSI

Pasal 14
Penerima Bantuan Sosial Kemasyaratan apabila tidak melaporkan bantuan yang telah diterimanya melebihi batas waktu sebagai mana Pasal 9 ayat (1), maka kelompok Tani/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)/Kelompok Usaha Bersama (KUB) tersebut tidak dipertimbangkan kembali untuk menerima Bantuan Sosial Kemasyaratan.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Dalam keadaan tertentu atau mendesak, Bupati dapat menentukan kebijakan khusus dalam pemberian bantuan sosial kemasyarakatan.
                                                                    Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam  Berita Daerah Kabupaten Bantul.

     Ditetapkan di Bantul





                                      Pada tanggal   1 September 2010





  BUPATI BANTUL,
                



     SRI SURYA WIDATI
              Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul



Nomor
40A                  Tahun 2010



Tanggal
1 September 2010


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
                        GENDUT SUDARTO
